
 
 

WALIKOTA TANGERANG  
 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG 

NOMOR 21 TAHUN 2018  

  

TENTANG 

 

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA  TANGERANG, 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk menindak-lanjuti ketentuan Pasal 42 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu diatur 

tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 

pertanggung-jawaban dan pelaporan serta monitoring dan 

evaluasi hibah dan bantuan sosial; 

b. bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial telah ditetapkan 

dengan Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan 

Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapakali dan 

terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2017 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 

102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial, namun dalam 

perkembangannya untuk tranparansi dan akuntabilitas 

penyaluran dana hibah dan perlu pengaturan penggunaan 

teknologi informasi dalam proses pemberian hibah dan 

bantuan sosial sehingga Peraturan Walikota sebagaimana 

dimaksud perlu di tinjau kembali;  

c. bahwa   berdasarkan  pertimbangan sebagaimana   dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial; 

 

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang  tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4456); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 

7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4967); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor  4  Tahun  

2015  tentang  Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 



Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan lembaran 

Daerah Kota Tangerang Nomor 8);  

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN    WALIKOTA     TENTANG    TATA CARA PEMBERIAN 

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Bagian 

Kesatu  

Pengertian 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

2. Daerah adalah Kota Tangerang. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Walikota adalah Walikota Tangerang. 

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tangerang. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang. 

8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala 

SKPD adalah Kepala Satuan perangkat Daerah Kota Tangerang. 



9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban Daerah. 

10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah 

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja 

Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD 

adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

pengelolaan APBD. 

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 

Anggaran/Barang. 

15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah 

Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh 

Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 

kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya 

terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai 

dengan kebutuhan. 

16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD 

adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah. 

17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, 

kegiatan dan anggaran SKPD. 

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA-PPKD 

merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara 

Umum Daerah. 

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD 

merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD 

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran. 

20. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah 

Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan 

Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik 

telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, 

serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 

penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. 

21. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang 

dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang 

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 



22. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan 

potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, 

krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika 

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak 

dapat hidup dalam kondisi wajar. 

23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah 

naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah 

Daerah dengan Penerima Belanja Hibah. 

24. Standar satuan harga yang selanjutnya disebut SSH adalah standar satuan 

harga dan standar satuan harga barang dan jasa yang ditetapkan dengan 

Keputusan Walikota.  

25. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota 

masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 

kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka 

mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non 

pemerintahan yang bersifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan. 

26. Situs web sejumlah halamam web yang memiliki topic saling terkait, 

terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-

jenis berkas lainnya. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya 

pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti 

internet, ataupun jaringan wilayah local (LAN) melalui alamat internet yang 

dikenal sebagai URL. 

 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

 

Pasal 2 

 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan 

evaluasi pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber 

dari APBD. 

 

Pasal 3 

 

(1) Hibah dapat berupa : 

a. Uang; 

b. Barang/Jasa;dan 

c. Jasa. 

(2) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 

hibah dalam bentuk uang sebesar nilai yang tercantum dalam NPHD 

(3) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 

berbentuk : 

 


